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Di sektor kehutanan, 
dokumen NDC 

Indonesia lebih baik 
dibandingkan negara-

negara berhutan 
lainnya

Menunjukkan target 
penurunan emisi yang 
jelas dan spesifik, baik 

yang tanpa syarat maupun 
bersyarat

Menunjukkan angka 
deforestasi maksimal yang 

boleh terjadi (“kuota 
deforestasi”)

Sumber: RFN, Approaching the Point of No Return 
(2018)

Penurunan emisi 70% 
dari target BAU 2030 
atau 66% dari emisi 

historis 2010 
(tanpa syarat)

Penurunan emisi 90% 
dari target BAU 2030 
atau 82% dari emisi 

historis 2010
(bersyarat)

Pada 2021-2030, tiap 
tahunnya Indonesia 

masih boleh 
mendeforestasi 

seluas 325.000 ha

Deforestasi seluas 
negara Belgia 

pada 2030 
bahkan JIKA 

seluruh kebijakan 
NDC  berhasil 

diterapkan 

Makna target NDC 
untuk hutan 

Indonesia
Jika tidak tercapai, 
kerusakan hutan 
akan lebih luas lagi



Sumber: Presentasi Dirjen PPI
 pada Rakernas LHPI dan PNPI 2017,
 4 Agustus 2017

UN Emission Gap Report 2017

Akankah kita 
mencapai 

komitmen iklim 
2030?

Tidak tersedia cukup 
informasi untuk 
menentukan apakah 
Indonesia akan mencapai 
komitmen iklimnya. 
Proyeksi pemerintah 
berlandaskan kebijakan-
kebijakan yang ada saat ini 
tidak tersedia.

WRI 2018

Jika Indonesia menerapkan 
seluruh kebijakan yang ada 
saat ini, emisi dari sektor 
lahan dan energi akan 
melampaui komitmen tanpa 
syarat sebesar 29%. 

Di sektor penggunaan lahan 
pun dibutuhkan penguatan 
kebijakan (strengthened 
measures)



Kebijakan yang ada saat ini – ke mana arah 
pelaksanaannya?

Penghentian Izin 
Baru di Hutan Primer 
dan Lahan Gambut

(2019)

Penundaan dan Evaluasi 
Perizinan Perkebunan 

Sawit serta Peningkatan 
Produktivitas 

Perkebunan Sawit 
(2019-2021)

Restorasi Gambut
2016-2020

and beyond (?)

Inpres 5/2019 Inpres 8/2018

Perpres 1/2016
PP 57/2016
P.14/2017
P.15/2017
P.16/2017
P.10/2019

Moratorium hutan Moratorium sawit

Restorasi Gambut

1. Mengandung lebih banyak 
pengecualian dibandingkan 
Inpres sebelumnya

2. Belum mencakup hutan alam 
sekunder yang tidak 
termasuk Hutan Konservasi 
dan Hutan Lindung

3. Area yang dilindungi masih 
bisa berkurang karena PIPPIB 
direvisi tiap 6 bulan

4. Masih ada tumpang tindih 
dengan konsesi sawit (1 juta 
ha)

5. Tidak ada mandat review izin 
di hutan primer dan lahan 
gambut

1. Cukup progresif karena 
memerintahkan evaluasi izin 
sawit di kawasan hutan dan 
yang masih memiliki tutupan 
hutan, namun

2. Masih ada pengecualian izin 
(kasus Buol)

3. Implementasi lambat dan 
tertutup

4. Potensi pemutihan tinggi 
(RUU Pertanahan) 

1. Restorasi di wilayah konsesi 
perusahaan belum banyak 
kemajuan – terjadi kebakaran 
berulang di wilayah 
perusahaan2 yang sama tanpa 
penindakan hukum

2. Kelanjutan pasca-BRG selesai 
tahun 2020 

3. Permen Kubah Gambut yang 
melemahkan (P10/2019)

Gambaran Besar
1. Komitmen dan 

kepemimpinan 
politik Presiden 
(?)

2. Penekanan pada 
infrastruktur dan 
investasi, 
pelonggaran izin, 
pelemahan KPK, 
dll.



Rekomendasi Aksi
1. Memperluas kebijakan penghentian izin baru hingga mencakup hutan sekunder 

dan menutup pengecualian terkait permohonan izin lama
2. Meninjau ulang dan mencabut izin kehutanan, perkebunan sawit, dan tambang 

di wilayah hutan alam dan gambut
3. Meningkatkan target restorasi gambut dan memperkuat penegakan hukum di 

wilayah konsesi
4. Mempercepat realisasi perhutanan sosial dan pemulihan lingkungan di wilayah 

perhutanan sosial, termasuk rehabilitasi hutan dan lahan 

Jangan lupa gambaran besar

1. Interkoneksi target mitigasi energi dan lahan: emisi dari sektor energi diperkirakan akan menyalip 
lahan, solusi di satu sektor bisa menimbulkan tekanan pada sektor lain.

2. Perlu satu kebijakan/aturan terintegrasi yang dapat menyatukan kebijakan-kebijakan yang saat ini 
terpisah-pisah

3. Komitmen dan kepemimpinan politik Presiden adalah syarat mutlak
4. RUU Pertanahan, pelemahan KPK




